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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penggolongan status anak di dalam lapangan hukum perdata 

didasarkan pada latar belakang kelahiran dan status perkawinan 

orang tua anak tersebut. Anak yang terlahir dari hubungan incest 

tidak serta merta dapat langsung dikategorikan sebagai anak tidak 

sah karena UU Perkawinan tidak mengatur mengenai itu. Aturan 

yang jelas mengatur mengenai status anak tersebut adalah 

KUHPerdata, yaitu sebagai anak sumbang. Meskipun telah ada 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang 

mengesampingkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, terhadap 

perubahan pasal ini masih diperlukan kajian lebih lanjut mengenai 

keberlakuannya pada anak yang terlahir dari hubungan incest. 

Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat keadaan 

tertentu dimana perkawinan sedarah dapat dianggap sah sehingga 

anak yang terlahir dari hubungan tersebut merupakan anak 

sah/dapat disahkan, misalnya ketidaktahuan para pihak bahwa 

mereka masih berhubungan darah. Selain itu, jika hubungan incest 

dilakukan maka individu terkait dan keturunannya akan mendapat 

sanksi sosial dari masyarakat, misalnya digosipkan dan dikucilkan. 

Pengasuhan anak hasil hubungan tersebut pun dapat menjadi tidak 

optimal, sehingga dapat berdampak pada hak anak atas asuhan dan 

bimbingan berdasarkan kasih sayang. 

2. Pembedaan yang ada mengakibatkan pembatasan/pengurangan 

terhadap hak anak yang terlahir dari hubungan incest. Aturan-
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aturan tersebut justru tidak didasarkan pada standar yang objektif, 

sehingga anak ini tidak dapat menikmati haknya secara 

sepenuhnya. Padahal secara objektif, ia juga merupakan seorang 

anak, sama dengan anak sah. Meskipun hak sipil anak dari 

hubungan incest tetap dapat terpenuhi, negara masih 

mendiskriminasi dalam bidang hubungan perdata yang lain yaitu 

pewarisan dan alimentasi. Hal ini tentunya akan berdampak pada 

pemenuhan haknya, seperti pemenuhan kesejahteraan, perawatan, 

dan tidak dibeda-bedakan. Peraturan-peraturan tersebut (baik 

KUHPerdata maupun UU Perkawinan) juga belum mampu 

menjamin dan memberi kepastian hukum bagi terpenuhinya hak 

anak tersebut sehingga kewajiban negara untuk melindungi anak 

(terlepas apapun statusnya) dari tindakan diskriminasi masih belum 

terlaksana. 

    5.2.  Saran 

Pemerintah perlu membentuk peraturan mengenai status dan kedudukan 

anak dari hubungan incest karena hal ini menyangkut persoalan pewarisan 

dan penafkahan (alimentasi) baginya. Kedua hal ini menjadi penting 

karena berkaitan dengan pemenuhan haknya akan pemeliharaan dan 

kesejahteraan. Dalam hal pewarisan, di dalam pengaturan baru tersebut, 

bagian hak waris anak sah dan anak hubungan incest harus disamakan dan 

mewajibkan kedua orang tua untuk memberikan nafkah baginya. 

Pemerintah juga perlu mengkaji dan memperjelas apakah Putusan MK 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat diberlakukan juga pada anak dari 

hubungan incest, mengingat hubungan sedarah dilarang oleh hukum 

agama maupun negara, serta sangat bertentangan dengan moral dan nilai-

nilai yang ada di dalam masyarakat.  

Selain itu, pemerintah bersama dengan masyarakat dan lembaga 

masyarakat dapat bekerja sama membuat program-program perlindungan 
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anak, sehingga selain untuk melindungi korban hubungan sedarah, juga 

mengedukasi masyarakat untuk menghilangkan stigma-stigma terhadap 

anak yang terlahir dari hubungan incest. Dengan demikian, diharapkan 

anak tersebut tidak dibeda-bedakan oleh masyarakat dan dapat 

menjalankan kehidupan sosialnya dengan baik.  
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